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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan
Putusan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama (Studi Putusan
Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras)”, Penelitian ini mengkaji dan menjawab
permasalahan mengenai kewenangan dan dasar hukum yang dapat digunakan oleh
Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara gugat cerai dengan alasan salah satu
pihak berpindah agama, pengaruh putusan perceraian karena salah satu pihak
berpindah agama terhadap status perkawinan dan kedudukan anak. Metode Penelitian
ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.
Sumber data yang penulis gunakan adalah dan sumber data sekunder yaitu, sumber
berasal dari bahan kepustakaan seperti Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA .Kras,
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah dan internet. Hasil yang
diperoleh dari penelitian ini adalah : Kesatu, kewenangan Pengadilan Agama
Karangasem dalam menyelesaikan perkara gugat cerai dengan alasan salah satu pihak
berpindah agama didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu asas personalitas keislaman, maka
sengketanya mutlak dan absolut tunduk menjadi kewenangan peradilan agama;
kewenangan absolut yaitu kewenangan yang didasarkan pada kekuasaan absolut
Pengadilan Agama untuk mengadili perkara perceraian yang akad nikahnya
didasarkan pada hukum Islam, dikarenakan dalam studi putusan ini akad nikah
dilakukan di KUA Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung maka yang berhak
mengadili adalah Pengadilan Agama Karangasem; Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Agung R.I Nomor 726 K/Sip/ 1976 serta Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung

XV



Republik Indonesia pada tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a),
merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama dalam
memutus dan menyelesaikan perkara perceraian yang diakibatkan oleh salah-satu
pasangan murtad. Kedua, Majelis Hakim memutus perkara dengan putusan fasakh.
Bagi bekas suami maupun bekas isteri mereka sudah tidak terikat tali perkawinan
dengan status sebagai duda dan janda; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas
suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban
bagi bekas isteri; Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anakanaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan

mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Kata kunci : Kewenangan Pengadilan Agama dalam menjatuhkan Putusan

Percerai jika salah satu pihak berpindah Agama.

Indralaya, 2019
Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 195801151983031006 NIP. 196511011992032001
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ABSTRAK

Sknipar am begudul “*Kewenangan Pengadilan Agama Dalam  Menjatuhkan
Putusan Percernian Karenn Salah Satu Pilak Pindah Apgama (Studi Putusan
Nomor: 15/PdLG/2017/PAKras)”, Penclinan i mengkap kewenangan dan dasar
hukum Pengadilan Agama menycelesaikan perkara ceral gugat beda Agama, pengaruh
putusan perceraian  terhadap status perkawinan dan kedudukan anak. Metode
Penelitian 1 adalah mengpunakan jenis penchtian hukum normatif yang bersifat
desknptuf. Tupuan penchtian im adalah untuk mengetehu pengadilan manakah yang
berwenang dalam menyelesatkan kasus cerar gugat beda agama. Hasil Penchuan
adalah Pengadilan Apama Karangasem mempunyai wewenang dalam memutuskan
perkara cermi gugat Nomor. 15/PdtG/2017/PA Kras  dengan  berdasarkan  asas
personalitas keislaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 49 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 dan memutus secara sah perkawainan antara tergugat dan

penggugat.
Kata kunci ; Wewenangan Pengadilan Agama dalam menjatuhkan Putusan Percerm
jika salah satu pihak berpindah Agama.
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BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia.
Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma
agama dan tata kehidupan masyarakat. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana
yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat
diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di
dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan
dalam masyarakat.

Ketuhanan Yang Maha Esa.” Substansi Pasal tersebut menunjukkan bahwa
perkawinan tidak semata-mata merupakan “perbuatan hukum” sgja, tetapi perkawinan juga
merupakan “perbuatan keagamaan”. Perkawinan sebagai “perbuatan hukum” ditandai
dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan dan sebagai “perbuatan keagamaan”
ditandai dengan dilaksanakannya perkawinan menurut ketentuan agama yang dianut oleh
calon mempelai yang akan kawin. Dan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Pekawinan, selanjutnya disingkat UU No.1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum atau agama
yang berlaku yang diatur secara jelas pada Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi
“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan

kepercayaannya itu, (2) Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-



undangan yang berlaku”. Syarat-syarat perkawinan menurut hukum diatur dalam Pasal 6-
12 UU No.l Tahun 1974. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat
perkawinan terbagi dengan syarat ekstern (formal) yaitu syarat yang berhubungan dengan
formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan dan syarat-
syarat intern (materil) yaitu syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melangsungkan
perkawinan, diantaranya:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan antara kedua belah pihak (Pasal 6

ayat (1) UU No.1 Tahun 1974).

2. Harus mendapatkan izin dari orang tua bilamana masing-masing calon belum

mencapai umur 21 Tahun (Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974).

3. Bagi pria harus sudah mecapai umur 19 Tahun dan wanita 16 Tahun, kecuai ada
dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau peabat lain yang ditunjuk oleh

orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974).

4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi merekayang
agamanya mengizinkan untuk berpoligami.

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilas Hukum Islam, selanjutnya
disingkat HKI, daam Pasa 2 yaitu, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah
Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mitssagan ghalidzan untuk mentaati aturan Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan
perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri  hidup manusia,
berhubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan
keluarga sesuai garan Allah dan Rasul- Nya. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

dan warahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).



Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi
lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan keluarga
antara suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-
hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan
dalam tubuh keluarga.

Di era kemguan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persodan baru yang
melanda rumah tangga, seperti kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring
kemguan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi
dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup
yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga,
semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat memancing hubungan keluarga
kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri. Era
globalisass merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan
kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan
pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah
menujukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah
perkawinan bukan lagi ha yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu
peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondis masyarakat yang semakin terbebani
dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak
perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah
konflik keluarga. Kemudian kondis ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di
kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah
lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan

lagi hal tabu yang selayaknya dihindari.



Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah “putusan perkawinan”.
Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat
dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan  berusaha
mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan Pasal  ini, Muhammad
Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Anaisa Yahanan menjelaskan dalam bukunya bahwa,
walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu dari kedua belah
pihak yang seharusnya tidak perlu campur pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi
demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada
umumnya pihak yang superior dalam kelurga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum
maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum, sebagai

berikut:

1. Perceraian menurut hukum lIslam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 39
UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perceraian yang telah dijabarkan dalam PP No.9
Tahun 1975, mencakup:

a) Percerian dalam pengertian cerai tdag, yaitu perceraian yang digukan
permohonan cerainya oleh dan atas inisitif suami kepada pengadilan
agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak
saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan agama (vide
Pasal 14-18 PP No.9 Tahun 1975).

b) b. Perceraian dalam pengertian cera gugat, yaitu perceraian yang diagukan
gugatannya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap
terjadi dan Dberlaku beserta segala akibat hukumnya segak jatuhnya
putusan pengadilan agama yang telah mempunya kekuatan hukum tetap

(vide Pasal 20-36)



2. Perceraian menurut hukum agama selain hukum islam, yang telah pula
dipositifkan dalan UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun

1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya digjukan oleh dan atas inisiatif suami

atau istri kepada pengadilan negri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat

hukumnya terhitung sgak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh

pegawal pencatat di kantor catatan sipil (vide Pasal 34 ayat (2) PP N0.9 Tahun 1975).

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan
Soemiyati bahwa dalam menjalankan kehidupan suami istri tentunya tidak selamanya berada
dalam situasi damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara
suami-istri atau salah satu pihak melaakan kewgjibannya, tidak percaya-memercayai
satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini kadang-
kadang dapat di atasi, sehingga kedua belah pihak bisa menjadi baik kembali, tetapi ada
kalanya kesalahan itu menjadi melarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi
pertengkarang antara suami-istri  tersebut. Apabila suatu perkawinan yang demikian
itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang dama dan tentram seperti yang
diisyaratkan agama tidak tecapai. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga
yang makin meluas, maka dalam agama Islam mengsyaratkan perceraian sebagai jalan keluar
yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumahtangganya.

Berdasarkan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian yaitu:

Daam Pasal 19 bahwa alasan-alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan cera ada
enam poin yang harus diperhatikan. Diantara poin tersebut bila salah satu pihak (suami atau
istri) melakukan perzinahan atau pemabuk, pemadat, pgudi, dan sebagainya yang susah
untuk disembuhkan, salah satu pihak pergi tanpa kabar selama 2 Tahun berturut-turut,

mendapat hukuman penjara minimal 5 Tahun setelah menikah, melakukan kekeaman



dan penganiayaan atau bisa disebut dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga),
mempunyai cacat badan yang menyababkan  suami/istri tidak dapat menjaankan
kewgjibannya, dan keduanya terdapat perselishan terus menerus tanpa hentinya dan
kemungkinan tidak dapat rukun kembali.

Untuk alasan perceraian ini, dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut
KHI juga menjelaskan ha yang sama tentang alasan perceraian. Hanya sga dalam KHI
terdapat dua poin tambahan dalam penyempurnaannya, yaitu bila suami melanggar taklik
talak yang sudah disepakati sebelum menikah dan salah satu pihak suami atau istri
berpindah dari agama Isdam (murtad) yang menyababkan tidak ada kerukunan dalam
rumah tangga.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan
mengadili perkara cerai gugat, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat,
yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Karangasem, dengan Nomor

15/Pdt.G/2017/PA .Kras, dengan dalil-dali berikut:

1. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung selama 9 Tahun, ketentraman rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat
telah berpindah keyakinan ke Agama semula yaitu Agama Hindu dan
Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-
anaknya.

2. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang

diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga



yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari
suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian

Berdasarkan duduk perkara di atas, Pengadilan Agama Karangasem menerima dan
mengadili cera gugat yang digjukan oleh penggugat dengan memutuskan, mengabulkan
gugatan Penggugat secara verstek dikarenakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi
tidak menghadiri persidangan, memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karangasem mengirimkan salinan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu.

Sementara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasa 2 mengatakan
“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-
undang ini”, dan Pasal 49 berbunyi ” Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang: a. perkawinan b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat;
0. Infag; h. Shadagah; dan i. Ekonomi syari’ah”. UU No.1 Tahun 1974 Pasal 63 pun
menegaskan perihal ini, yaitu “Pengadilan Agama adalah bagi mereka yang beragama
Islam dan sedangkan Pengadilan Umum Bagi lainnya”. Artinya Pengadilan Agama hanya
berhak menerima dan memutus suatu sengketa orang-orang yang beragama Islam sga.

Selanjutnya keabsahan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Karangasem
terhadap kasus gugat cerai karena sadlah satu pihak berpindah agama ini menimbulkan
pertanyaan, apakah status perkawinan pasangan suami istri tersebut sudah putus secara

hukum atau bata secara hukum? Dan jika memang sah, putusan tersebut tidak



menyinggung kedudukan anak. Dimana kedudukan anak juga merupakan faktor penting

yang harus diperhatikan, karena UU No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam

mengatur tentang kedudukan anak.

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan

menuangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul, “KEWENANGAN

PENGADILAN AGAMA DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERCERAIAN

KARENA SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR:

15/Pdt.G/2017/PA.Kras)”

C.

Rumusan M asalah

Rumusan masalah dalm pendlitian ini antaralain:

. 1. Bagamana andisis Maelis Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan

putusan gugat cerai terhadap kasus perceraian dikarenakan pindah Agamadalam
putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor:

15/Pdt.G/2017/PA .Kras?

. Bagaimana pengaruh putusan perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama

oleh hakim Pengadilan Agama Karangasem daam putusan Nomor:

15/Pdt.G/2017/PA .Kras terhadap status perkawinan dan kedudukan anak?

Tujuan Penelitian



1. Mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan
gugat cera terhadap kasus perceraian dikarenakan pindah agama dalam
putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA .Kras.

2. Mengetahui pengarun putusan perkara perceraian dengan aasan
perbedaan agama oleh hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam
putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras terhadap status perkawinan dan

kedudukan anak.

D. Manfaat Pendlitian
Manfaat yang diharapkan dari pendlitian ini antaralain:
1. Manfaat Teoritis

Dalam penditian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam
pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pada umumnya dan khususnya
pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum perceraian mengenai kewenangan
Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan cerai karena salah satu pihak pindah agama.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan
peneliti dan menjadi media pembelgjaran bagi mahasiswa hukum serta masyarakat |uas.
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademik

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. RuangLingkup Penditian

Ruang lingkup kajian ini terbatas pada kgjian hukum Perdata khususnya yang mejadi
permasalahan di atas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menjatukan putusan
ceral karena salah satu pihak pindah agama pada putusan Pengadilan Agama Karangasem

Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA .Kras.



F.  Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat
kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Pendlitian ini menggunakan teori sebagai
berikut:
1. Teori Kewenangan Pengadilan Agama
Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk
menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutuskan
perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan ditolak dengan
alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan
syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang
tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap
salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut
atau kewenangan relatif pengailan. Diantaranya kewenangan absolut dan
kewenangan relatif adalah:
1. Kewenangan Absolut
Kewenangan absolut yang disebut juga dengan kewenangan mutlak adalah
kewenangan peradilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Para ahli
juha mengartikan kewenangan absolut adalah kewenangan para hakim atau
pengadilan-pengadilan dari semua jenis atau tingkatan lain dalam perbedaannya
dengan kewenangan hakim-hakim atau pengadilan-pengadilan dari jenis atau
tingkatan lain. Sedangkan yang lain merumuskan bahwa yang dimaksud dengan
kewenangan atau kompetensi adalah persoalan yang menyangkut pemberi kekuasaan
untuk mengadili. Maka dapat disimpulkan kewenangan absolut adalah kekuasaan

atau kewengan untuk mengadili perkara yang diberikan negara (Undang-Undang)



kepada pengadilan dalam lingkungan badan peradilan masing-masing. Berkenaan
dengan kewenangan absolut badan Peradilan Agama, dalam hal ini bisa mengenai
perkara, dan bisajuga mengena subjek atau orang yang berperkara.
Peradilan Agama merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus yang
dicantumkan dalam UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 10 “Kekuasaan Kehakiman
dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; aPeradilan Umum; b.Peradilan
Agama; c.Peradilan Militer; d.Peradilan Tata Usaha Negara”. Kekhususan Peradilan
Agama ini ditentukan oleh dua faktor yang meadi ciri kepribadiannya, yakni untuk
golongan rakyat tertentu dan untuk perkara- perkara tertentu. Kedua faktor ini
menjadi ciri khasnya ini dapat dimasukkan ke dalam kewenangan absolut. Atas dasar
seperti yang telah dikemukakan di atas, maka kewenangan atau kekuasaan Pengadilan
Agama dapat dibagi dan dibedakan dua macam yaitu:
a.  Kewenangan Peradilan Tentang Orang

Sesual yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 1 ayat (1) yaitu
“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Pada
Pasal 2 disebutkan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragam Islam mengenal
perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam
Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa, “Peradilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam”.

Dari bunyi rumusan ketentuan di atas, salah satu asas sentral yang
terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 iaah asas persondlitas ke- Islaman. Hal itu

sudah diuraikan pada bagian yang membahas asas- asas UU No. 7 Tahun 1989. Dan



adapun acuan penerapan asas personalitas ke-Islaman yang sudah dijelaskan di atas
adalah sebagai berikiut:
1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam
2. Hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam maka pihak-
pihak harus tetap tunduk kepada kewenangan Peradilan Agama sekalipun
pada saat terjadi sengketa salah satu pihak sudah beralih dari agama Islam ke

agama yang lain.

b. Kewenangan Peradilan Tentang Perkara
Daam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 2 yang sudah dijelaskan di atas bahwa

kewenangan Peradilan Agama yang berkaitan tentang perkara hanyalah di bidang
hukum perdata. Dan kemudian direvis dengan UU Nomor. 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama, bahwa wewenang Peradilan Agama adalah sebagai berikut,
“Peradilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang:

a) Perkawinan;

b) Waris;

c) Wasiat;

d) Hibah;

e Wakaf;

f) Zakat;

g) Infag;

h) Shadagah;



i) Ekonomi Syari’ah.
2. Kewenangan Relatif
Yang dimaksud kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang
diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang
yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan
Peradilan Agama. Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 UU No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agamatelah menetapkan:
“peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten” Selanjutnya, pada
penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan:
“pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikodya atau kabupaten,
yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak
tertutup kemungkinan adanya pengecualian”. Tiap Pengadilan Agama mempunyai
wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten,
atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau kurang, seperti
di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama dikarenakan

tingkat transportasi yang sulit.

2. Teori Hukum Perceraian

Istilah “perceraian” terdapat pada Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang
memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b.
Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis
berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami-

istri atau berhenti berlaki-bini sebagaimana diartikan dalam kamus Bahasa Indonesia.



Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagai mana aturan positif tentang
hukum perceraian menunjukkan adanya:

a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri untuk
memutus hubungan perkawinan diantara mereka.

b) Peristiwa hukum yang memutuskan suami dan istri, yaitu kematian suami
atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan
langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

¢) Putusan hakim yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum
putusnya hubungan perkawin anantara suami dan istri.

Perceraian figih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatal kan
perjanjian”. Perceraian dalam istilah fikih sering juga disebut “furgah, yang
artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu
digunakan oleh para ahli fikih sebagal satu istilah, yang berarti “perceraian suami
Istri”,

Faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum materia dan
menetukan substans atau i hukum perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan
peraturan pelaksanaanya adalah Pancasila, karena Pancasila adalah cita hukum dan
sumber tertip hukum nasiona Indonesia, termasuk UU No.1 Tahun 1974 dan
peraturan pel aksanaanya.

Cita hukum adalah “konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk
mengarahkan hukum kepada tercapainya cita-cita yang diinginka masyarakat.
Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat itu tidak mungkin

tercapal sepenuhnya”.



Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974,
dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian, sebagai
berikut:

1. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat
(1) UU No.1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim didepan sidang mengadili
untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga memandang Undang- Undang inipun
memendang suatu perkawinan harus dipertahankan.

2. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas ini meletakkan peraturan perundang-undangan sebagal lembaga hukum
yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian. Menurut Titon Slamet Kurnia,
tujuan palih hakiki dari keberadaan peraturan perundang- undangan adaalah untuk
meci ptakan suatu kepastian hukum.

3. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses
Hukum Perceraian

Asas ini diciptakan untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-
wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan)
istri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga
sedergjat dengan suami (pria), maupun sebaliknya. Bentuk-bentuk perceraian yang
mengakibatkan putusnya perkawinan diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi
alasan-adlasan hukum perceraiannya dan bermuara pada cera talak dan cerai gugat
yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat
dijelaskan sebagal berikut, yaitu: a. Talak, b. Syigaqg, c. Khulu’, d. Fasakh, e. Fahisah,

f. Tak’lik Talak, g. Ila’, h. Zhihar, i. Li’an, j. Murtad.



G. Metode Pendlitian

Metode vyang digunakan bersifat penelitian  Deskriftif-Analitis,  yaitu
“menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori
hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.
Terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian
dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian
hukum yaitu, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelgjari suatu atau
beberapa gegjala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Hukum tersebut untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul
di daam gealabersangkutan.

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan
dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah
yang dilakukan dalam menyusun penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi metode
penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikas Penelitian

Penelitian ini  dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap
kewenangan Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan perceraian dimana
sdah satu pihak antara suami istri berpindah agama. Kemudian dikai dan
dianalisis sggaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tenyang pelaksanaannya serta Peraturan Perundang-
undangan lainnya dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat
diketahui jawaban atas permasaahan dalam penulisan ini terhadap Putusan

Pengadilan Agama Karangasem Nomor. 15/Pdt.G/2017/Pa.Kras terkait kewenangan



Pengadilan Agama tersebut dalam menjatuhkan putusan cerai kerena salah satu pihak
berbeda Agama atau berpindah agama.
2. Jenispendlitian
Daam pendlitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif
yaitu pendlitian yang menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang
terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Karangasem
Nomor. 15/Pdt.G/2017/Pa.Kras. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum
teoritis’dogmatik karena tidak mengkai pelaksanaan atau implementas
hukum.Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori
atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.
3. Pendekatan Penelitian
Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan
yaitu :
a) Pendekatan perundang-undangan (statute apporoach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua
Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum
yang sedang ditangani.

b) Pendekatan kasus (case apporoach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap

kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



4. Sumber Bahan Hukum

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis bahan
yang digunakan adalah: Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Putusan
Pengadilan Agama Karangasem Nomor. 15/Pdt.G/2017/PaKras, sedangkan
mengena jenis sumber bahan hukum yaitu berupa sumber bahan hukum sekunder
yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkai literature-literatur atau
dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana bahan hukum
tersebut terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah

dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta peraturan- peraturan lainnya.

Bahan hukum primer ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;,

5. Kompilas Hukum Islam;

6. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan objek
kajian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,

yaitu:

1. Buku-bukuHukum;



2. Hasll penelitan, seminar, penemuan ilmiah;
3. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan objek
kgiian terutama yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan informasi dan bersifat penunjang dan erat
hubungannya terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu:
1. Jurna Hukum;
2. Kamus Bahasa Indonesig;
3. Kamus Bahasa Inggris,
5.  Dokumen-Dokumen Hukum;

6. Internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan
perundang- undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang
dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Dalam
penditian hukum  normatif  ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan
pustaka yang lazimnya disebut dengan sumber bahan hukum sekunder, yang
mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya penulis
mempelgari, dan mendalami bahan-bahan hukum tersebut serta mengutip teori-
teori atau konsep- konsep dari sgumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah,
koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,
kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran

yang disediakan.



6. Analisis Bahan Hukum
Anaisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legd
memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif, yaitu
penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang
ada dalam masyarakat. Teknik andlisis kudlitatif dilakukan dengan cara
menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-
undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian
dilakukan interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian
ini. Yang diteliti dan dipelgari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu
analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung
bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam
struktur klasifikas yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan
kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik
kesimpulan untuk menentukan hasil.
7. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam penulis skripsi ini adalah penarikan kesimpulan
secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik suatu
kessmpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus

dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).
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